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BAB III  

PENUTUP  

A. Kesimpulan  

Berdasarkan latar belakang masalah, hasil penelitian dan pembahasan, 

maka dapat disimpulkan bahwa :  

1) Ada2 (dua) agumentasi perlunya perlindungan hukum bagi Whistle-Blower, 

sebagai berikut:  

a) seorang Whistle-Blower itu berperan sebagai pelapor yang berani 

melaporkan adanya suatu dugaan tindak pidana korupsi, dan yang 

melibatkan dirinya, maka seeorang Whistle-Blower itu perlu 

mendapatkan apresiasi; dan 

b) seorang Whistle-Blower yang berperan membongkar adanya jaringan 

organisassi kejahatan luar biasa (extraordinary crime), di mana 

seorang Whistle-Blower mendapat ancaman, baik bagi dirinya maupun 

keluarganya, sehingga keselamatan Whistle-Blower sebagai saksi yang 

melaporkan sangat terancam maka perlu mendapatkan perlindungan 

khusus dari pemerintah. 

 

2) Bentuk perlindungan yang tepat bagi Whistle-Blower dalam penyelesaian 

tindak pidana korupsi adalah : perlindungan represif; perlindungan 

preventif; perlindungan fisik dan psikis; dan perlindungan hukum. 
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B. Saran  

Berdasarkan pada kesimpulan di atas, penulis dapat mengajukan saran 

sebagai berikut :  

1) Beberapa bentuk perlindungan yang telah ada dan telah diberikan kepada 

Whistle-Blower, pelaksanaannya lebih optimal dan lebih baik lagi 

sehingga pemberian perlindungan terhadap Whistle-Blower tersebut 

mendapatkan apresiasi yang lebih baik lagi.  

 

2) Pasal-Pasal yang terdapat dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 

tentang Perlindungan Saksi dan Korban belum ada pasal yang mengatur 

secara khusus tentang bentuk perlindungan terhadap Whistle-Blower, 

diharapkan mengamandemen Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 

tentang Perlindungan Saksi dan Korban dengan menambahkan satu atau 

beberapa pasal yang mengatur secara khusus tentang Whistle-Blower, 

jika peraturan perundang-undangan yang telah ada dirasa belum cukup 

untuk memberikan perlindungan huhkum bagi Whistle-Blower maka 

dapat dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru. 
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